
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 41 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

I 



: a. bahwa untuk melaksanakan kctent uan PasaI 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih Ianjut mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 
kerja perangkat daerah clan unit kerja dibawahnya ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu mernbentuk Peraturan Bupati tentang 
Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Repub\ik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 l); 

3. Unclang-Undang Nomor 5 Tah un 2014 tcntang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Da.erah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lenvoaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Mengingat 

Menimbang 

PERJ\TURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NO MOR 41 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGS!, 
SERTA TATA KERJA SEKRETJ\RlAT DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGJ\N RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPf,TI KOLAKA TIMUR, 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pernerinrah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Dewan Perwakilan Raktat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
tungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupatcn xolaka 
Timur. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RA!(YAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

5. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pernbentukan Produk 
Hukum Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 
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Menetapkan 
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l 
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan dalam rnernberikan pelayanan adrnlnistrasi 
kepada DPRD yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 5 

Bagi2J1 Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKt\N DAN SUSUNAN ORGANISASI 

pcrundang-u ndangan yang berlaku. 

urusan 
ayat (2), 
peraturan 

intensitas penyelenggaraan 
sebagaimana dimaksud pada 

berdasarkan ketentuan 

(3) Penentuan 
pemcrintahan 
dilaksanakan 

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipc C. 

(2) Penentuan tipe Sckretariat DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas 
pcnyelenggaraan urusan pcmerintaha.n bidang Sekretariat 
DPRD. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Ncmenklatur perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah Sekretariat DPRD. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomcnklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pelayanan 
adrninistrasi, pernberian dukungan terhadap tugas dan fungsi 
DPRD diwadahi dalam bentuk Sekretariat. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bcntuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

. 3 . 



Sekretaris Dewan mernpunyai tugas memfasi!itasi anggota 
DPRD dalam melaksanakan tugas administrasi, keuangan, 
legislasi, persidangan, pengawasan dan penganggaran. 

Pasal9 

Oagian Kesatu 
Sekretaris 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGS! JABATAN 

( 1) Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas : 
a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum dan Keuangan; 
c. Bagian Hukum dan Persidangan; 
d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran. 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 7, DPRD menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kcsekretariatan DPRD; 
b. penyclcnggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD. 

Pasal 7 

Sekretariat DPRD mernpunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi kesekrctariatan dan keuangan, mcndukung 
pclaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta rnenyediakan dan 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang dipcrlukan oleh DPRD 
dalam melaksanaan hak dan Iungsinya sesuai dengan 
kebutuhan, 

Pasal 6 

(2) Sckretariat DPRD dipirnpin oleh Sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan 
secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
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{ l) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; 
b. Sub Bagian Pcrcncanaan clan Kcuangan. 

Pasal 12 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal JO, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, 

penggandaan, kepegawaian clan kehumasan; 
b. pelaksanaan pemeliharaan kebutuhan rumah rangga dan 

pcrlengkapan dan aset daerah; 
c. pclaksanaan pengclolaan perpustakaan; 
d. pelaksanaan pelayanan adrninistrasi perjalanan dinas dan 

pertanggungjawaban keuangan; 
c. penyusunan perencanaan anggaran sekretariat dan DPRD; 
f. pengevaruasian bahan perencanaan anggaran ; 
g. pelaksanaan administrasi keuangan ; 
h. pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan 

Sekretariat DPRD; 
1. pcngkoordinasian pcngclolaan anggaran ; 
j. pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga; 
k. pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat 

DPRD; 
l. pengevaluastan Iaporan keuangan ; 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Sekretaris 

DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Bagian Umum dan · Kcuangan mempunyai tugas 
mclaksanakan urusan kehumasan, kctatausahaan dan 
kepegawaian, rurnah tangga, rnenyiapkan fasilitas kantor 
dan rapat-rapat, mengurus perjalanan anggot.a Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, rumah jabatan, gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, kendaraan dinas, barang 
inventaris lainnya, memelihara asset lingkup sekretariat 
DPRD dan menyusun laporan kcuangan sekretariat Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l), dipimpin oleh 
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab Sekretaris Dewan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Bagian Umum 
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Dalam melaksanakan tugas scbagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 14, Bagian Hukum dan Pcrsidangan rnenyelenggarakan 
Iungai : 
a. penyelcnggaraan kajian perundang-undangan; 
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik ; 
c. pelaksanaar, verifikasi, cvaluast penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 
d. pcngumpulan bahan pcnyiapan dra! perda inisiatif; 
c. pelaksanaan fasilitasi verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

pcrnbahasan Peraturan Dacrah; 

Pasal 15 

( 1) Bagian Hukurn dan Persidangan mempunyai tugas 
me!aksanakan koordinasi, administrasi pengkajian atas 
produk hukurn, menyiapkan administrasi persidangan, 
pembuatan risalah, notulcn rapat-rapat, mernbuat program 
dan jadwal rapat. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pad a aya t { 1), dipirnpin olch 
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sckret.aris Dewan. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bagian Hukum dan Pcrsidangan 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan pcrlengkapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mernpunyai 
tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
penggandaan, P.engelolaan kepegawaian, 
pcngadministrasian umum, adrninisrasi perjalanan dlnas 
pimpinan, anggota dan Sckretariat VPRO, mengurus 
perlengkapan, kendaraan dinas, dan kebutuhan rumah 
tangga Sekretariat DPRO. 

[2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai 
tugas mcngkoordinasikan dan menyusun perencanaan 
program, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, 
Rencana Strategis, Rencana Kcrja dan Anggaran, dan Daftar 
Pcngalokasian Anggaran. 

(2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bcrtanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasal 13 
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{ 1) Bagian Pengawasan da.n Penganggaran mempunyai tu gas 
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan 
KUA PPAS, /\PBO / APBOP, penjaringan aspirasi, mengkaji 
rumusan rapat-rapat, menyusun dan pengawasan 
pelaksanaan penggunaan anggaran. 

(2) Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (11, dipimpin oleh 
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kcpada Sekretaris Dewan. 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Bagian Pengawasan clan Penganggaran 

{11 Sub Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (l) huruf a, mernpunyai tugas memfasihtasi, 
rnenyiapkan bahan/data analisa produk penyusunan dan 
kajian perundang-undangan, naskah akademik, perumusan 
perda, draf perda inisiatif, merancang bahan pernbahasan 
Percla dan Daftar Inventarrsir Masalah. 

(2) Sub Bagian Persidangan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (l) huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan 
penyelenggaraan rapat-rapat, menyiapkan rancangan 
rencana kerja DPRD dan keprotokoleran Pimpinan DPRD. 

Pasal 17 

(1) Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas : 
a. Sub Bagian Hukum; 
b. Sub Bagian Persidangan. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pads ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan 
Persidangan. 

Pasal 16 

f. pelaksanaan fasilitasi verifikasi, koordinasi dan evaluasi 
Daftar Inventaris Masalah; 

g. penyelenggaraan persidangan; 
h. penyusunan risalah: 
i. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi; 
j. pcnyclcngaraan keprotokoleran 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Dewan sesuai dengan tugas clan fungsinya. 
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(I) Sub Bagi an Pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pelayanan 
administrasi mengkaji, merancang bahan rapat internal, 
menganalisis bahan dukungan pengawasan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Pasal 21 

( 1) Bagian Pengawasan dan Penganggaran, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pengawasan; 
b. Sub Bagian Pengkajian Data Penganggaran. 

(2) Sub Bagian sebagairnana dirnaksud pad a ayat ( l], dipimpin 
oleh Kcpala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kcpala Bagian Pengawasan clan 
Penganggaran. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bagian Pcngawasan dan Penganggaran 
menyelenggarakan Iungsi : 
a. pclaksanaan fasilitasian koordinasi dan evaluasi rumusan 

rapat dalam rangka pengawasan; 
b. pelaksanaan fasilitasian verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

rapat-rapat iternal DPRD; 
c. pemfasilitasian. verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

pelaksanaan penegakkan kode ctik DPRD; 
d. pelaksanaan fasilitasi verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 
e. pelaksanaan vcrifikasi, koordinasi dan evaluasi pengawasan 

kebijakan; 
f. pelaksanaan fasilitasian verifikasi, pengkoordinasian dan 

mcngevaluasi pokok-pokok pikiran DPRD; 
g. pelaksanaan fasilitasian verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

dukungan pengawasan pcnggunaan anggaran; 
h. pelaksanaan fasilitasian verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

pembahasan KUA PPAS; 
1. pelaksanaan fasilitasian verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

Pembahasan APBD / APBDP; 
J. pelaksanaan Iasilitasian verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

pernbahasan Perda pertanggungjawaban keuangan; 
k. pelaksanaan fasilitasi verifikasi, koordinasi dan evaluasi 

jaringan aspirasi masyarakat. 
I. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Sckretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 
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masing-rnasing. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala 

Bagian rnenerapkan pri;1sip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dcngan tugas pokok masing-masing. 

satuan organisasi 
serta dengan instansi 
sesuai dengan tugas 

masing-masing rnaupun an tar 
dilingkungan Pernerintah Kabupaten 
lain diluar Pemerintah Kabupaten 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

Pasal24 

BABV 
TATA KERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 22 terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn 
berbagai kelornpok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati clan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban 
kerja. 

(4) .Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 l diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 23 

Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas mclaksanakan 
sebagian tugas teknis Sckretariat Dewan sesuai bidang 
kcahliannya. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Kelompok .Jabatan Fungsional 

(2) Sub Bagian Pengkajian Data Penganggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal .20 ayat (1) huruf b, mernpunyai 
tugas merencanakan dan memfasilitasi pernbahasan KUA 
PPAS, APBD/APBDP, reses DPRD, dan data dukungan 
jaringan aspirasi serta pokok pikiran DPRD. 
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Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal37 

(2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan sebagai pelaksana 
Sekretaris Dewan dapat menunjuk Kepala Bagian yang 
mernbidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili 
Sekretaris Dewan. 

Bagi an 
dengan 

(1) Dalam hal Sekretaris Dewan berhalangan, 
melaksanakan tugas kesekretariatan sesuai 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 36 

( 1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing­ 
rnasing dan bila terjadi penyirnpangan agar rnengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

(2) Setiap pirnpinan bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam 
pelaksanakan tugas bawahannya. 

(3) Setiap pirnpinan wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-rnasing dan 
rnenyiapkan laporan berkala pada waktunya. 

{4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan 
untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

{5) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disarnpaikan pula kepada 
satuan organisasl lain yang secara fungsional mernpunyai 
hubungan kerja, 

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu oleh pirnpinan satuan organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pernberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 25 

{3) Setiap pernimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat. 
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Dengan bcrlakunya peraturan ini, maka pcraturan Bupati 
Kolaka Timur Nornor 15 Tahu n 2016 ten tang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
dan ketentuan Jain yang bertentangan dengan Pcraturan ini 
dicabut clan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 40 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIII 

(i) Kepangkatan, pcngangkatan dan pcmberhcntian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Sekretariat DRPD, 
bcrpedoman pada pcraturan perundangan-undangan yang 
berlaku, 

(2) Sekretaris DRPD diangkat dan diberhentikan dengan 
keputusan Bupati aras persetujuan pimpinan DPRD setelah 
berkonsultasi dcngan pimpinan fraksi. 

(3) Sekretarls Dewan merupakan jabatan esclon lib atau atau 
jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(4) Kepala Bagian lingkup Sekretariat DRPD, mcrupakan 
jabatan cselon Illa atau jabatan administrator. 

(5) Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat DRPD, mcrupakan 
jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

(6) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator dan pejabat 
cselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Sekretariat 
DRPD, diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati atas usu! 
Sckretaris DPRD rnelalui Sekrctaris Daerah. 

(7) Forrnasi dan pcrsyaratan jabatan pada Sekretariat DRPD, 
ditctapkan dengan Pcraturan Bupati, scsuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 39 

BAB VI 
KEPAI\GKATAN, PENGANG!<ATAN, ESELONISASJ DAN 

PEMBERHENT!AN l)ALI\M JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD dapat 
mendclagasikan kewenangan-kewenangan iertentu kepada 
pcjabat dlbawahnya sesuai dcngan ketentuan perundang­ 
unrlangan yang berlaku. 

Pasal 38 
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Penata Tk. I Go!. !11/d 
198003 l 7 200003 1 00 l 

N, SH .• LLM 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA Bf\GIAN HUKUM, ,..---, 

BER!Ti\ DAERAH KABUPATEN KOLA KA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 41 

TONY l:IERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI l<OLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

SAMSUL BAHR! MADJ!D 

ttd 

P!h. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 41 
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SURYAHATTAAM .SH.,LLM 
Pembina, Go!. IV/ a 

l 9800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
K • LA B JAN..J:i!..l.!{UM, 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

SEKRETARIS 
DPRD 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I l 
BA GIAN BA GIAN BA GIAN 

UMUM & HUKUM & PENGAWASAN & 

KEUANGAN PERSIDANGAN PENGANGGARAN 

I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SU9 BAGIAN 

,_ TATA UASAHA & ~ KV KUM ,__ PENGAWASAN 
PERLENGKAPAN 

SUB BAGlAN SUBBAGIAN SU9 BAGIAN 

- PERENCANAAN s I- PERSIDANGAN ~ PENGKAJIAN DATA 

KEUANGAN PENGANGGARAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN h:OLAKA TIMUR 

I..AMPlRA'.'I 
NOMOR 
TE.NT ANG 

: PER.o\TURAN BUPATI KABUPATEN KOI..Alv\ TIMUR 
: 41 TAHUN 2016 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUCAS DAN 
FUNGS!, SERTA TATA KERJA SEKRETARIA1' DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAK.A. 
TIMUR. 

BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI 




